BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR '© TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

'KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHA ESA—

' h ya " tepat
penataan

mgleat daerah;
pe / , menyesuaikan struktur
3 sesuali dengan lingkungan
ve ukan penyempurnaan dan
: adap tugas dan fungsi perangkat daerah;
ahy erdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
flam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
PetamranBupatx tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumghan Rakyat,
Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember;

i1. Undang-Urnidang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahin 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor 5284), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Noomr 15 Tahun 2019 (Lembaran
Negata Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor




3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ‘Tahun
2014Nomicr 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik
Indunema Nomor 5587), scbagaimana telah beberapa kali
jubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015
& ran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor &8,
Tam“baha.n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019(Lembaran Negara Repubhk
Indoriesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran I
Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabag~ 117 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Pem aerph (Lembaran
Negara Republik Indonesxa T » N 78, Tamb 1L
Lembaran &cgara Repu Noy g

6. ?eramranPresi 8T-Tahun \20 4 Aarg Peraturan
Pelaksar ¢ Nahibh 12 TFetiom | 2011 tentang
Permn 'R,fu’} dey —undangan (Lembaran

120 14 Nemor 199);

teri - alam Negeri Nomor 5 Tahun 2017

dgfnan Nomenklatur Perangkat daerah Provinsi dan
' ;"paten/ Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang
élenggaraan Urusan Pemerintahan;

- 8 Peratx:tran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120

9. Peratiiran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedomani Nomenklatur, Tugas
dan  Fungsi Organisasi  Perangkat Daerah  yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan
dan Kawasan Permukiman;

10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang
Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;

arati. Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016
tentangPembentukan dan Susunar Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jémber Tahun 2016 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3).
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Rf AN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
'.RGANIS,SI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
CIPTA KARYAKABUPATENJEMBER.

Yalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud deng&n e
1 Daersh adalah Kabupaten Jember.
2. Bupatiadalah Bupati Jember.

3. Sekretaris Daerah adalgh ~Seky : Kabupater
Jember. e ) =

Hay shukimati dan Cipta

D dman dan C1pta Karya

alefi Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
han dan Cipta Katya Kabupaten Jember.
s adalah Sekretaris Dmas Perumahan Rakyat,
_Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember.
7. K:epaia Bldang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perumahan
Rak ikiman dan Cipta Karya Kabupaten

8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas

g han Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Kabugaten Jember.

9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perumah:

ekyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten
Jember:,

10. Unit Pel ana Teknis Dmas Daerah yang selanjutnya

Kawasan Pemiukxman dandCipta Karya Kabupai:en Jember.

11. Kepala UP’I‘B adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas
han Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Kabupaten Jember.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disebut APBD adalah APBD Kabupaten Jember.




BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2
(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan
pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman
ﬁerta urusan pemerintahan di bidang Pertanahan.
Dinss dxpzmpm eleh Kepala Dinas yang barkedudukan d1 bawah

Daerah
) Dinas sebagaxmana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kawen ---
c&aexah d& bi‘elang pekerjaan umum dan penataan r b1dang
umahan ‘d Pertanahan

KawasanPermulﬂman serta, b1 arg
Aaksud pada ayat

(3)\/’ M]I’)iﬁnas mempunyai fungsx me
perur Tusan kebuakan

h an prerumahan dan kawasan permuknnan kumuh sub
' umsan sarana, prasarana dan utilitas umum, sub urusan

rtifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang
gt ijan dan Kawasan Permukiman,

d. pelaksanaan kebijakan umsan di bidang pekerjaan umum

dan pena,taan ruang, bidang Kawasan perumahan dan
ermukiman dan bidang pertanahan;

e. pelaksat aan evaluasi dan pelaperan urusan di bidang

jaat aan ruang, bidang Kawasan

g:elaks
g. x;aea‘ ksanaan fungsn ladn ?ang dﬂ»*; 5‘ can oleh Bupati terkait
jgais dan fungsi serta tugas pembantuan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
: Pasal 3
nan-organisasi Dinas terdiri atas:

a. Kepala Dinas;
b. | tariat, membawahi :
1.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;dan
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2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan.
idang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan

dan Pengembangan Kawasan Permukiman membawahi:

1, Seksi Penyediaan, Pemantauan dan Evaluasi Perumahar
Selksi Pengembangan Kawasan Permukiman

3. Seksi Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi

d. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, membawahi:
1. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
2. Seksi Pengembangan Air Minur
3. Seksi Penyehatan Lingkungan Permuki

e. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, mem!

1. Seksi Pengaturan dan Pembinasn T4ta Ruang
2. Seksi Pengendalian dan Penertiban Tata Ruang
3. Seksi Pertanahan g
g Kelompok Jabatan Fungsional—77
(2) Sekretariat dipimpin oleh Seknethriy ya
ggungjawab kegadd Ke 4

| [ Hepatsl ub Bagian yang berada di
mggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Kesatu
‘Sekretariat
Pasal 4
(1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi
umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, penyusunan
program dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sekretariat, ‘mempunyai fungsi:
a. penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari
bidang-bidang guna penyusunan laporan tahunan;
b. engkooréinasia;n penyusunan program dan
petiyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpaduy;
o. Peliksanaan penyusunan rencana kerja dan program
kegiatan dinas;

o RIS i v T
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3 fdran dan kerumahtanggaan dinas, pengelolaan asset
P amas, Kepegawaian, Pengumpulan Dokumen  serta
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan  oleh

d. penghimpunan dan pengkoordmas1an penyusunan data
mf@rmasx, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

whan  barang, analisa

f. pe 'iloflaan vdfa.n pcmeliha;;aanv ba,;ta.ng inventaris dinas,
inVentarIsir barang, pengamanain serta pemanfaatan
barang yang dikuasai oleh dinas;

g pelaksanaan urusan administrasi umum  dan
Kepe , sahaan keuarigan dan barang,
‘penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas, perjalanan
dinas;

h. pengumpulan bahan dan pelaksanaan penmgkatan

‘kme:ja organisasi dinas;

fiyai “tu:gas melaksanaka’n pelayanaﬁ ad:rmmstrasx

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat(l), Sub Bagianh Umum dan Kepegawaian, mempunyai

fungsi:

a. pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerim
pengiriman dan pendistribusian surat;

b. penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan
dinas;

¢. penyiapan penyelenggaraaﬁ rapat- rapat dinas, perjalanan

dmag, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihar
ingkungan kantor serta pelayanan. kerumahtanggaan

d. penylapa:n bahan telaghan dan pelayanan informasi;

penylapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis
jabatan di lingkungan dinas;

penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan
pemehharaan barang;
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pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan,
pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan
kantor ;

penatausahaan, pengamanarn dan perlindungan
aset/barang milik daerah; dan

pengusulan seluruh réncana kebutuhan kepegawaian dan
penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya; dan
penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan
Pasal 6

J Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan m punym

tugas mengkoordinasikan pengelolaan data, pefiyiapan bahan

dan penyusunan dokumen perencandan” - an pelaporan,
mengkoordinasikan pengelolaaty, [ \apggaran dinas,

pengadﬁﬁnistrasian dan-
melaksanakan tugas /A
Untuk melaksafiakan tigds-seb
(1), _Suls~Bhgiah ~Pererjca

[aporan | \keugphgan serte
2 1 : b e ~ ":', )

babAimdnd dintak d pada ayat

R ¢affiatm| |Petperdan dan Keuangan
i } !

Benpumptilah [bqbarr dafi pengkoordinasian penyusunan
erenpa ». 813 dan perencanaan tahunan OPD;

; an, pengolahan dan penyajian data informasi

. p&ngkcprdinasian pelaksanaan input data pada system

i.

informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan
laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan
dan laporan pertanggungjawaban OPD; sesuai peraturar
perundang-undangan yang berlaku;

pengkoordinasian ~ penyusunan dan  pengumpulan
perjanjian kinerja lingkup dinas;

penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; dan

penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan
rencana anggaran dan rencana perubahen anggaran
pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung,
belanja tidak langsung, dan penerimaan retribusi daerah
yang menjadi kewenangan dinas;

pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system
informasi keuangan daerah;

pengkoordinasian penatausahaan keuangan;

. pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban

keuangan;




1. pelaksanaan  verifikasi kelengkapan  administrasi

permintaan pembayaran;

m. p pan bahan dan pengkoordinasian rekonsilisasi data

keuangan secara periodik dengan BPKAD;

n. penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan
pengeluaran;

o. mengumpulkan  bahan,  mengkoordinasikan dan
menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;

p. pengkoordinasian dan penyusunar laporan keuangan; dan

q. penyusunan laporan pertanggurigiawaban atas
pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua )
Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perum ahaa'dan
Pengembangan Kawasan Permukiman

Pasal 7 e
(1) Bidang Jasa Konstruksi, Penataet < n SPEf
Pengembangan Kawasan— ’ |

shn —jesa konstruksi,
gt haffusan pengembangan

) ng J"” a Ke stfuksi, Penataan Bangunan Perumahan
az | Pengerpbe {fgan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi

,".

rugas ‘?éébaga;imana.; dimaksud pada ayat

"4 peramusan kebijakan teknis bangunan Gedung, Penataan
Bangurian, Jasa Konstruksi

b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program penataan
bangunan dan lingkungan, serta penyusunan peraturan
dan standarisasi di bidang penataan bangunan dan
lingkungan;

c. pelaksanaan  pembinaan teknis dan  fasilitasi
penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi
standar pelaksanaan dan keamanan bangunan;

d. pelaksanaan  pembinaan teknis  penyelenggaraan
peinbangunan bangunan gedung negara dan pengelolaan
rumah hegara

e. pelaksanaan pembinaan teknis serta fasilitasi penataan
kawasan dan lingkungan pemukiman;

f. pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi;

g pelaksanaan dan peribinaan teknis dalam
penyelenggaraan dan penerbitan Ijin Mendirikan
Bangunan (IMB);

h. pengoordinasian kebijakan teknis tata bangunan dan jasa
konstruksi;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
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j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas.

Paragraf 1
Seksi Penyediaan, Pemantauan dan Evaluasi Perumahan
Pasal 8
(1) Seksi Penyediaan, Pemantauan dan Evaluasi Perumahan
mempunyai tugas pokok —membantu Kepala Bidang
melaksanakan penyediaan dan pelaksanaan urusan perumahan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
) Un f‘»f? : mel"“i‘f“*s nakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(“1), Seksi Penyediaan, Pemantauan dan Evaluasi Perumahan
mempuny fungsi meliputi:
aksaniaan penyediaan rumah
rumah negara, rumah komersial dan ifpembiay' art” Tumah
amu m;

be ngan Kawasan Permukiman
. Pasal 9
ksi_Peng embangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas
, mr:mbanm Kepala Bidang melakukan pengembangan
" kawasan permukiman
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuc
(1), Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman
fungsi meliputi:

a. pengumpulan bahan informasi hasil survei, koordinasi dan
konsultasz guna penyusunan kebijakan dan strategi daerah
di bidatg pembiayaan, pembangunan dan pendataan

permukiman;
b. psmbmaan, koordinasi dan fasilitas pelaksanaan strategi
erah terhadap lembaga pendukung pembangunan
kawasan permukiman;
c. perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan
dan pengelolaan perumahan sistem kawasan skala besar,
kawasan khusus, keterpaduan sarana prasarana kawasamn,
kesemsian kawasan d.an lingkungen hunian berimbang serta
R o ¥ “"ba',

serta relmmﬁndam terkait. lckas& pemb ajgunan pemmahan,
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e. pembenan pertimbangan  dan  verifikasi  rencana

unan dan pengembangan perumahan secara
a.dnnmstmm dan teknis;

f. pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
pembangunan kawasan permukiman; |

g perencanaan pelaksanaan dah pengawasan pembangunan
serta peningkatan dan penyeradhan sarana, prasarana dan
utilitas perumahan;

h.pembinadn perumahan pondok pesantren dan fasilitasi
penyediaan rumah susun sewa;

i. fasilitasi rekonstruksi rumah pasca beticana; dan
j. penyustifian laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Paragmf, 3

anaan Pcmbangunan Knn ruksi, rehabilitasi dan
pemeiiharaan Berat dan Sedang barigunan Gedung dan

imah negara yang menjadi aset pemerintah daerah
termasuk pembinaan perencanaan, teknis pembangunan
dan pengawa:sannya yang meliputi gedung Pendidikan Anak
Usia Dini; Sekolah Dasa:r, Sekolah Menengah Pertama,
Bangunan Pasar, : : angu
Pariwisata, bangunan Kese! 'I‘atan, ba.ngunan Olahraga dan
banguitian gedung lainnya;

d. pelaksanaan pengendalian  penyelenggaraan barigunan

gedung termasuk penerbitan. rekomendasi dan pertimbangan
rizinan bangunan tern jasuk IMB

ingkungannya;
ksanaan pembinaan pembangunan dan pemeliharaan

s gedung dan rumah negara pelaksanaan

pemu akhiran system jasa konstituksi dan pelaksanaan

pembinaan jasa kon struksi;

petytisunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

i o Tt




1.

pelaksanaan sertifikasi bangunan

bangunan;

selaksanaan pengendalian dan penilaian bangunan aset
negara dan daerah;

penyiapan bahan pedoman/peraturan pengawasan dan
pengendalian bangunan dan melakukan penyuluhan tentang
tata cara, manfaat dan pentingnya pengendalian bangunan
serta program penertiban bangunan;

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap
penyelenggaraan  pembangunan,  pemanfaatan dam
pembongkaran gedung dan lingkungant |
pelaksaniaan pengawasan dan penertiban bangunan dan
pengusutan serta usulan pembongkaran gedung yang tidak
mementihi persyaratan teknis atau bangunan liar. "

Bidang Prasarana, Sarana dan-Ufilitad pm

ala _Pffias  dalam
brutiusaii| Kebijskan—dan pelaksanakan
| ditilang-pfasarana, sarana dan utilitas

U [meaxspraka aimana dimaksud pada ayat
Kbl Phstians, Sarana dan Utilitas Umummempunyai

& Ber yustnan rumusan kebijakan di bidang prasarana,

rana, dan utilitas umum;

. pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan Non

Hijau pubhk dan fasilitasi penyediaan ruang terbuka hijau
non publik;

pelaksanaan penyedisan fasilitas taman kota dan
pemeliharaannya;

. perencamnaar, pengawasan dan pengendalian

penyelénggaraan pemakaman wmum;
pelaksanaan perencanaan, pemeliharaan, perawatan dan
pengendalian  infrastruktur  permukim '
penerangan permukiman pérdesaan, penerangan jalan
umum, jalan lingkungan dan kelengkapannya, tempat
sampah dan infrastruktur permu. ziman lainnya
penyusunan kebijakan di bidang sub urusan air minum,
sib urusan sair limbah, sebagian sub urusan bangunan
gedung, sebagian sub urusan penataan bangunan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan
Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman;




"’Zeml?at sampah;

1§énefaﬁgan kota,. penerangan _fan xian tempat sampah

. penyusunan laporan pertang

. pelaksanaan kebijakan pembinaan pengelolaan  dan

pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM)
termasuk peningkatan akses ait minum yang sesuai
standar kualitas;

pembmaan kebijakan pembinaan pengelolaan air limbah
dofr éstlk dan Instalasx. Pengelolaan Air mebah dan IPLT'

Paragraf 1 -
Seksi Prasarana, Sarana dan Utilites Umy
Pasal 1

‘Tumusan dan penyediaan infratruktur
nukiman termasuk penerangan

umum, jalan lingkung:

aan  survei, dokumentasi dan pendataan
, ukiman dan peningkatan kapasitas sarana prsarana
dan utilitas lingkungannya;

. pelaksanaan perencanaan, penyelenggaraan dan

pengendalian, pembangunan, pemeliharaan, perbaikan
arana prasarana dan utilitas permukiman perkotaan
suk jalan lin gan, ‘penierangan Jﬂ',‘i\f‘ an  umum,

praSarana permukima:n cumt
fasilitasi penyediaan penerangan permukiman perdesaan;
penyediaan dan pemeliharaan lis rik desa;

sungjawaban atas pelaksanaan

tugas;

. perencanaan pengembangan dan pengendalia

penyelenggaraan ruang terbuka hijau dan non hlj&u
termasuk taman kota, jalur hijau, lapangan olah raga,
trotoar, tempat pemakaman umum dan fasilitas umum
lainnya;




i, perencanaan penyelenggaraan dan pengendalian
pembangunan perbaikan sarana dan prasarana dan utilitas
pemakaman umum dan pemakamarn milik daerah;

j. pelaksanaan pendataan dan inventarisasi, usulan
pengadaan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan
perawatan pemakaman umum;

k. perencanaan pengadaan, pemeliharaan dan perawatan
tarn 'aﬁ k@ta, trotaar, Jalur hijau, lapangan olah raga serta

iban atas pelaksanaan

Paragraf 2
Seksi Pengembangan Air Minum
Pasal 1‘3 -
ﬁligas ‘pﬁkék%

{jz a1r bersih dan air minum termasuk
akses air bersih melalui infrastruktur

‘petal aan pembmaaﬁ, pengawasan, pendataan dan
pengendalian dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana air bersih;

e. pembinaan kelompok pengelola SP.

; dan
f penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Paragraf 3
Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman

Pasal 14
(1) Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai
tugasmenyiapkan bahan, koordinasi dan melaksanakan
pcrencanaan, pembangunan  dan pemeliharaan  serta
asan sarana prasarana penyehatan lingkun

Untuk me:laksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1}, Sekst Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai
fungsi meliputi :

a. pmy‘rapan bahan untuk rumusan kebijakan pengelolaan air
limbah dan sanitasi;




b. perencanaan, pengawasan evaluasi, pengendalian dan
pembinaan dalam pengelolaan air limbah;

¢. pengendalian dan penyelenggaraan sarana prasarana air

limbah domestik;

. pengawasan pengelolaan air limbah dan sarana prasarana

1PAL dan IPLT;

e. pelaksanaan kebijakan penyediaan akses sanitasi termasuk
fasilitas wmum sanitasi terpadu berbasis masyarakat dan
sanitasi keluarga;

f, ‘pendataan pengelolaan lumpur tinja; dan

g penyu ungjawaban atas pelaksanaan
tugas. '

sunan laporan pertang

Bagian Keempat
Bidang Tata Ruang dan Pertanahan —
Pasal 15 -
Tata Ruang dan

Spunyai tugas

: 'vl‘b v’ Y ~ . >
(@) Untuk: m naky

IA8T1H

| \“perigawasan
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Paragraf 1
Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang
Pasal 16

(1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang mempunyai tugas
melaksanakan urusan tata ruangden pembinaan tata ruang
serta tugas lain yang diberikan oleh Kepdla Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruangmempunyai
fungsi meliputi :

a. penyiapan bahan untuk ramusan kebfjakan teknispenataan
senyiapan bahan untuk rekomendasi penerbitan izin
pernanfaatan ruang termasuk Izin Lokasi;dan

¢. penyusunan laporan pertang ungjawaban atas pelaksanaan




Paragraf 2
Seksi Pengendalian dan Penertiban Tata Ruang
Pasal 17

(1) Seksi Pengendalian dan Penertiban Tata Ruangmempunyai tugas
melaksariakan pengendalian dan penertiban tata ruang serta
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang:

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Pengendalian dan Penertiban Tata Ruang mempunyai
fungsi meliputi :

a. pefiyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian
ruang wilayah;

b. penyiapan bahan evaluasi rencana rinci tata ruang;

¢. penyiapan bahan pemantauan dan pengawasan pemanfaatan
ruang; ’

d.penyiapan  bahan  pelaksanaan  kebijgkafi  teknis
pengendalian pemanfaatan ruang; eyl
pelayanian minimal bidang petétasd fuang

f. penyigpan  bahan -~ o]

mendasi sanksi pelanggaran tata

Paragraf 3
Seksi Pertanahan
Pasal 18
(1) Seksi Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan urusan
pertanahan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Pertanahan mempunyai fungsi meliputi :

a. penyiapan bahan untuk rumusan kebijakan teknis
pertanahan;

b. penyiapan bahan untuk rekomendasi penerbitan izin
pertanahan termasuk Izin Lokasi;

c. penyiapan bahan dalam rangka fasilitasi penyelesaian
sengketa tanah garapan serta penyelesaian masalah tanah
kosong dalam daerah;

d. penyiapan bahan untuk penetapan tanah ulayat serta
penetapan subjek dan objek redistribusi tanah;

e. penyiapan untuk inventarisasi dan pemanfaatan tanah
kosong serta penyusunan rencana penggunaan tanah
dalam daerah; dan




enyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.
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(1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas

(2) UPTD dipitnpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.

(4) Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian
Tata Usaha yang berada dibawah dan ‘bertanggungjawab.
kepada Kepala UPTD.

(5) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas da
Fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BABV o
KELOMPOK JABATAN FUNGS
Pasal 20

{1) Kelompok:Jabatan Pungsionsl sapyinydi tiga

sebagian tugas te nis e
kebutuhan.
(2) KelompeE Je

' nalya g
e Sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin
{ Hagd fungsional senior yang ditunjuk-oleh Kepala Dinas.
@ Junileh jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

)

J te dalam jenjang jabatan
lgzrBerbagai kelompok sesuai dengan

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas,
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi
dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam
lingkungan masing-masing zmaupun‘antarsamanexganisasidi
lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di Iuar
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing.

(2) Setiap pemimpin satuan organisasi  wajib mengawasi
pawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab
memimpin. dan mengkoordinasikan bawahan masing-
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.




[4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan
mematuti peturjuk dan bert mnggungjawab pada atasannya
masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi
dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
sntuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan

V lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
teinbusan laporan wajib disamp: ikan pula kepada satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungen
kerja.

Pasal22

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimane_tergantum
lampiran dan merupakan bagian yapg fdalf Aorpisaniar

js, Kepala Bidang, Kep
diangkat dan diberhentikan oleh Bupa 3 dari
Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul K
melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan
perundang- undangan.

BAB VIII
ESELON JABATAN

Pasal 24

(1) Kepala Badan merupakan Jabatan Eselon 1I b atau Jabatan
simpinan Tinggi Pratama.

{2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon II a atau Jabatan

Administrator.

(3) Kepala Bidang merup
Administrator.

(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dan Kepala UPTD
merupakan Jabatan Bselon Ve atau Jabatan Pengawas.

®) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD merupakan Jabatan

Eselon Ivb-atau Jabatan Pengawas.

Jabatan Eselon HIb atau Jabatan
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KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

‘Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berk iku, maka Peraturan
Bupau Jember Nomor 50 Tahuh 2016 Tentang Kedudukan,
: rge ,s,1sas:1, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
erumahan Rak Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
, ??Cibupaben Jember (Berita Daerah Kabupaten J ember Tahun 2016
Nomor 50), dicabut: dan dinyatakan tidak berlaku.

Peramran ‘)upa,u ini dengan Pehémpa annye’t I
Kabupaten Jember. e
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